
 
 

 

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH 

NOMOR   25   TAHUN 2007 

 

TENTANG 

 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDA ACEH 

TAHUN ANGGARAN 2006 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BANDA ACEH, 

 

Menimbang  :  a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang, Walikota mengajukan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa 

laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 

lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

b.  bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana diimaksud pada huruf 

a perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2006 ; 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota-

Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1092); 

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

5.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

6.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia nomor 4548); 



9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4633); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pembahasan Batas Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3247); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2000 Nomor 36); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 

Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung 

Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4022); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung 

Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4023); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung 

Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4027); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4090); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4138); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4139); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4540); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 



28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4576); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4577); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Repub|ik Indonesia Nomor 4585); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4593); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

34. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyediaan dan 

Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Negeri Daerah; 

35. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 tentang Penggunaan Dana Alokasi 

Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2001; 

36. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penggunaan Dana Kontijensi 

untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan Pembiayaan dan Dokumen (P3D) 

kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 25); 

37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha 

Keuangan Daerah dan Penyusunan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

39. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

40. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;  

41. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006; 

42. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2006; 

43. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 95 Tahun 2006 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 ; 

44. Peraturan Walikota  Banda  Aceh Nomor 392 Tahun 2006 tentang  Penjabaran  

Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan   Belanja   Daerah  Tahun Anggaran 2006 ; 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  :  PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006 

 

Pasal 1 

 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2006 terdiri dari : 

(1) Pendapatan  

a. Pendapatan Asli Daerah; Rp.   21.110.299.729 

b. Dana Perimbangan; Rp. 381.260.212.122 

c. Lain-lain Pendapatan     

 yang sah; Rp.   10.347.424.010   

 Jumlah Pendapatan ..........Rp. 412.717.935.861 

(2) Belanja. 

a. Belanja Operasi 

1) Belanja Pegawai Rp. 175.140.334.497 



2) Belanja Barang dan Jasa Rp.   91.974.742.951 

3) Belanja Batuan Sosial Rp.   21.954.691.270 

  Rp. 289.069.768.718 

b. Belanja Modal 

1) Belanja Tanah Rp.   52.088.548.300 

2) Belanja Peralatan &  

 Mesin Rp.   13.487.724.444 

3) Belanja Gedung &  

 Bangunan Rp.   10.262.345.884 

4) Belanja Jalan, Irigasi  

 & Jaringan Rp.     9.311.825.540 

5) Belanja Aset Tetap  

 Lainnya Rp.         37.337.000 

  Rp.   85.187.781.168 

c. Belanja Tak Terduga 

1)   Belanja Tak Terduga  Rp.        279.025.000 

  Rp.        279.025.000 

 

 Jumlah Belanja .............  Rp.  374.536.574.886 

 Surplus .........................  Rp.    38.181.360.975 

 

 

(3) Pembiayaan. 

a.  Penerimaan  Rp.   51.990.231.052 

b. Pengeluaran  Rp.     2.054.003.183 

Jumlah Pembiayaan Netto  Rp.   49.936.227.869 

 

Sisa Lebih Pembiayaan  

Anggaran tahun berkenaan  Rp.    88.117.588.844 

 

 

 

Pasal 2 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. 

 

 

Pasal 3 

 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 

lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 

 

Pasal 4 

 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum 

dalam lampiran II Peraturan Walikota ini. 

 

 

Pasal 5 

 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

 



Pasal 6 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2007 NOMOR 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Banda Aceh 

pada tanggal  28 September 2007 M 

                      16 Ramadhan  1428 H 

  

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA  

              BANDA ACEH, 

 

                      Cab/Dto 

 

           T. SAIFUDDIN, TA 

 

Ditetapkan di Banda Aceh 

pada tanggal  28 September 2007 M 

                      16 Ramadhan  1428 H 

  

 

WALIKOTA BANDA ACEH, 

 

Cab/Dto 

 

MAWARDY NURDIN 

 


